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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba b be
ت ta t te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
xii
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah ʼ apostrof
ى ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah a a
ا kasrah i i
ا ḍammah u u
xiii
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i
ٷ fatḥah dan wau au a dan u
Contoh:
 َﻒْﯿ َﻛ: kaifa
 َل ْ َﻮھ: haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf,






ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
و dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ: māta
ﻰَﻣ َ ر: ramā
 َﻞِْﯿﻗ: qīla
 ُت ْ ﻮَﻤﯾ: yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
xiv
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔ َﺿ ْ و َ راﻷ ْط ِلَﺎﻔ: rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪ َ َﻤﻟا ْﻟا َُﺔﻨْﯾَﺔﻠ ِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔ َﻤ ْﻜ ِ َﺤﻟا: al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑ َ ر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿ ّ َﺠﻧ: najjainā
 َﻟا ّﻖ َﺤ : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡ ﻌﻧ: nu“ima
 ّوُﺪ َﻋ: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī.
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Contoh:
 ِّﻰﻠ َﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑ َ ﺮ َﻋ: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲ ْﻤَّﺸﻟا: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َﻟاﺔﻟ َ ﺰﻟ ّ ﺰ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔ َﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan,karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َن ْ و ُﺮ : ta’murūna
 ُع ْ ّﻮَﻨﻟا: al-nau‘
 ٌء ْ ﻲَﺷ: syai’un
xvi
 ُت ْ ر ِ ◌ ُمأ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُ ﻦﯾ ِدdīnullāh billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔ َﻤﺣر ْ ِﻲﻓ ْ ُﻢھhum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
xvii
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)
xviii
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
QS …/…: 4 = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
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ABSTRAK
Nama : Putri Amaliyah K. Hamzah
Nim : 10300113259
Judul : Doi Tekonggo dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara ( Tinjauan Kesesuaian UU Perkawinan No.
1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam).
Pokok penelitian dalam masalah ini adalah Doi Tekonggo dalam Tradisi
Pernikahan Masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ( Tinjauan Kesesuaian UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam) dan rumusan masalah tersebut dibagibeberapa sub masalah yaitu: 1) Bagaimana tatacara pelaksanaan pemberian doi tekonggo
dalam tradisi penikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ?, 2)Bagaimana kedudukan doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat diKabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ?, 3) Bagaimana tinjauan kesesuaian UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang doi tekonggo dalam tradisipernikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ?.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yangdigunakan adalah Sosiologis dan Syar’i. Metode pengumpulan data yang digunakanadalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur ataureferensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui empat tahapan,yaitu seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data.Hasil penelitan ini menujukkan bahwa 1) Pemberian Doi tekonggo dalamtradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara disebutmombe’ekangako onggoso. Tetapi sebelum doi tekonggo tersebut diberikan telahdibicarakan terlebih dahulu pada saat acara mowawo niwule, yang telah diputuskanjumlah doi tekonggo yang akan diberikan kepada pihak wanita. 2) Kedudukan Doitekonggo yaitu wajib diberikan kepada pihak wanita karena fungsinya sebagai biayayang digunakan dalam pesta perkawinan, 3) Doi tekonggo dalam tradisi pernikahanmasyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara jika ditinjau dari kesesuaianUU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai hal tersebut. Tidak ada satupun unsur-unsur dalam undang-undang perkawinan yang menerangkan tentang doi tekonggobaik berupa syarat dan ketentuan pelaksanaan perkawinan, Sedangkan Pandanganhukum Islam mengenai doi tekonggo hukumnya adalah Mubah, boleh dilaksanakanselama itu tidak bertentangan dalam Syari’at Islam.Implikasi penelitian ini adalah: 1) Dalam pemberian Doi tekonggo seharusnyatidak ada batas nominalnya, sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihakmempelai laki-laki, 2. Penerapan aturan pelaksanaan perkawinan dalam hukumpositif dan hukum Islam hendaknya dapat dipahami dan dilakukan sesuai denganaturan yang berlaku dan Perlunya merevelevansikan aturan adat yang berkaitandengan budaya dengan hukum positif dan hukum Islam, terlebih dengan hukum yangberkaitan dengan perkawinan agar ketiga hukum ini tidak saling bertolak belakang, 3.Pernikahan merupakan salah satu Sunnah Rasululah Saw. jadi, dalam penyelenggaranpernikahan sebaiknya cukup penuhi ketentuan dan aturan yang berlaku baik dalamhukum positif dan hukum Islam.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan yang diikat melalui
pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut
hukum perkawinan.1 Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt bahwa manusia
diciptakan berpasang-pasangan untuk mempunyai keinginan berhubungan antara pria
dan wanita.
Pernikahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan
manusia karena menjadi sarana bagi umat manusia untuk membentuk sebuah
keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik
norma agama, hukum dan adat.
Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina
melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan.
Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran
manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk Illahi menyangkut relasi antara
laki-laki dan wanita.2
Adapun dalam perkawinan terdapat bebarapa unsur yang harus terpenuhi
demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun
dan syarat yang menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut
1Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. IV; Bogor: Kencana,2003), h. 13-14.
2 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan : Analisa Perbandingan Antar Mahzab
(Cet. II; Jakarta: PT Heza Lestari, 2006), h. 1.
2dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut
mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang
harus terpenuhi.
Melaksanakan sebuah pernikahan perlu diketahui ketentuan aturan-aturan
yang terdapat di hukum perkawinan. Aturan-aturan yang dimaksudkan yaitu rukun
dan syarat yaitu : Adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali dari
mempelai perempuan, dua orang saksi serta ijab kabul dan mahar. Namun unsur
pokok suatu perkawinan secara lengkap adalah calon mempelai laki-laki, calon
mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang
saksi yang menyaksikan akad nikah, serta Ijab dan Qabul.
Di Indonesia sendiri sendiri dikenal dengan berbagai budaya dan tradisi
perkawinan yang berbeda-beda khususnya di daerah Konawe, dalam tradisi adat
perkawinan Konawe khususnya suku Tolaki mempunyai beberapa proses yang harus
di lakukan diantaranya rencana pengajuan lamaran, tahap pengajuan lamaran, dan
tahap perkawinan dimana tahap rencana pengajuan lamaran pihak keluarga pria
melakukan tahap mombeune-une yaitu niat atau angan-angan antara suami istri orang
tua pria yang dimunculkan salah satu  dari mereka, yang menjadi rencana rahasia
calon mantu yang akan menjadi objek perhatian, dan tahap metiro yaitu mencari
informasi. Selanjutnya tahap pengajuan lamaran keluarga melakukan persiapan,
pelaksanaan, dan pertunangan terakhir tahap perkawinan atau mowindahako dimana
tahap ini semua proses perkawinan akan berakhir pada sesi ini sesuai waktu yang
disepakati kedua belah pihak.3Sebelum terjadinya prosesi perkawinan atau
3Nurdin Abdullah, Perkawinan Adat Tolaki ‘’Perapua’’ ( Unaaha : CV. Karya Baru Unaaha,
2004), h. 24-38.
3mowindahako , dalam tradisi perkawinannya ada yang disebut mombe’ekangako
onggoso yang berarti menyerahkan biaya untuk pesta perkawinan.
Doi tekonggo atau uang pesta tak pelak sekarang menjadi fenomena atau
bahan pembicaraan anak muda sekarang yang ingin melangsungkan pernikahan.
Karena telah menjadi sebuah keharusan yang harus mereka penuhi sebelum
melangsungkan pernikahan, Karena doi tekonggo yang akan diberikan kepada pihak
wanita itu akan dipergunakan untuk keperluan dalam acara pernikahan.
Adapun kisaran jumlah pemberian doi tekonggo atau uang pesta dari pihak
pria dari 20, 30 dan 50 juta dan bahkan sampai ratusan juta. Inilah yang menjadi
problematika sekarang apakah tradisi ini harus ditiadakan atau tetap ada, mengingat
ini bisa memberatkan juga bagi si pria yang sudah ingin melangsungkan pernikahan
kepada pasangan hanya terkandas karena disebabkan doi tekonggo atau uang pesta
yang tidak mampu dia  penuhi sebanyak permintaan dari pihak keluarga wanita.
Disisi lain doi tekonggo atau uang pesta hanyalah sebuah tradisi dan Islam tidak
mengenal adanya hal tersebut yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon
mempelai wanita . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian
yakni: Doi Tekonggo dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara ( Tinjauan Kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan
Hukum Islam).
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas
dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi
4permasalahan tentang Doi Tekonggo dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ( Tinjauan Kesesuaian UU Perkawinan No. 1







a. Doi tekonggo yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria
kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan
pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya.
b. Tradisi yaitu kebiasaan turun temurun.4
c. Pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan
membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang bukan mahram .5
d. Masyarakat yaitu sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup
atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu
yang berada dalam kelompok tersebut.6
4Pius A Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Cet.  I; Jakarta: Reality Publisher, 2008), h. 763.
5Beni Ahmad Saebani, fiqh Munakahat ( Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.
6Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 201.
5e. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber  dari dan menjadi bagian agama
Islam. Syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk
ummatnya yang di bawa oleh seorang nabi baik hukum yang berhubungan dengan
kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungsn dengan amaliah
(perbuatan).7
Tabel 1
Tentang Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1 Doi tekonggo dalam tradisi pernikahan
masyarakat




2 Hukum Islam - Pengertian Hukum Islam
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan
masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi. Rumusan masalah ini
terbagi atas dua antara lain, masalah pokok yaitu “ Doi Tekonggo dalam Tradisi
Pernikahan Masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ( Tinjauan
Kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam ). dan sub masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pemberian doi tekonggo dalam tradisi
pernikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara?
7Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: RajawaliPers, 2009),h. 42.
62. Bagaimana kedudukan doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana tinjauan kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum
Islam tentang doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara?
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Doi Tekonggo dalam Tradisi
Pernikahan Masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ( Tinjauan
Kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam ). Ada beberapa
literatur yang dijadikan acuan dasar, yaitu sebagai berikut:
Abd. Rahman Ghazaly dalam bukunya Fiqih Munakahat diterbitkan oleh
Prenada Media tahun 2003, Buku ini menjelaskan mengenai pengertian perkawinan,
sikap agama Islam terhadap perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan
syarat sah perkawinan, serta hikmah perkawinan selain masalah perkawinan buku ini
membahas juga masalah peminangan, mahar dan kafa’ah dalam perkawinan, larangan
perkawinan, talak, poligami, dan lain-lain.
Abdul Rahman dalam bukunya Perkawinan dalam Syariat Islam
diterbitkan oleh Kencana tahun 2001, Buku ini menjelaskan mengenai masalah
perkawinan serta lika-likunya seperti perceraian, talak, rujuk, pemberian nafkah, hak
atas anak, dan sebagainya berdasarkan hukum Islam ( syari’at ) sebagaimana
digariskan dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh sunnah Rasulullah saw.
Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Dra. Andi Narmaya Aroeng, M.Pd
dalam bukunya FIKIH I diterbitkan oleh Alauddin Press tahun 2010, Buku ini
7menjelaskan tentang Pengertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Hukum Nikah, dan
Perkawinan yang Terlarang.
Nurdin Abdullah dalam bukunya Perkawinan Adat Tolaki diterbitkan oleh
CV. Karya Baru Unaaha tahun 2004, Buku ini menjelaskan tentang Proses
perkawinan Adat Tolaki dan segala macam ritual yang di laksanakan dalam proses
perkawinan.
Dengan melihat beberapa buku yang dikemukakan diatas tidak satupun yang
membahas tentang masalah doi tekonggo atau uang pesta.Namun, ada satu buku
yang menjelaskan tentang doi tekonggo atau uang pesta belum signifikan didalam
mengemukakan tentang hal tersebut karena itu diperlukan penelitian lanjutan.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan pemberian doi tekonggo dalam
tradisi penikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
b. Untuk mengetahui kedudukan doi tekonggo dalam tradisi pernikahan
masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
c. Untuk mengetahui tinjauan kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
dan Hukum Islam tentang doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat
di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
82. Kegunaan Penelitian
a. SecaraTeoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi
pelaksana penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan
masukan serta sumbang dibidang ilmu hukum khususnya hukum Perkawinan dan
hukum Islam.
b. Secara Praktis
Memberikan informasi secara ilmiah  bagi masyarakat umum sehingga
diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang doi tekonggo dan dengan




A. Tradisi Doi Tekonggo
1. Pengertian Doi Tekonggo
Doi tekonggo atau uang pesta yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh calon
mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan
mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya.1
Pada dasarnya doi tekonggo ini merupakan tradisi masyarakat yang telah
dibangun sejak zaman dahulu oleh nenek moyang masyarakat setempat. Seperti yang
berlaku di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ini. Mereka mengartikan sebagai
suatu pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada
saat sebelum terjadinya akad nikah atau pernikahan.
Doi tekonggo merupakan simbol persembahan seorang lelaki kepada wanita
yang ingin dinikahinya. Besarnya pun beragam, beberapa sesuai permintaan dari
pihak wanita. Tradisi pemberian doi tekonggo ini menjadi sebuah keharusan bagi
seorang mempelai pria, yang telah ditetapkan oleh calon mertuanya. Sehingga dengan
adanya tradisi tersebut, mempelai pria harus berusaha memenuhi doi tekonggo
walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu akan tetapi sanak saudara
dari mempelai pria akan membantu menyumbang demi berlangsungnya pernikahan
antara mempelai pria dan wanita. Tidak banyak dari para mempelai pria yang dengan
1Jurnal Akuntansi Paradigma, http : //.dx.doi.org/ Doi. 18202/Jamal. 2015. 04. 6007.(Diakses
pada tanggal 20 Oktober 2017)
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mudahnya melangsungkan pernikahan ini, ada sebagian dari mereka yang harus
bekerja dahulu untuk mengumpulkan uang, sehingga pernikahannya ditunda beberapa
tahun sampai dia mampu mengumpulkan uang tersebut.2
2. Sistem atau Prosesi Perkawinan Masyarakat
Ada berbagai upacara yang dilakukan sebelum upacara perkawinan. Upacara-
upacara itu dilakukan dalam rangka mematangkan perkawinan itu, Mulai dari proses
pemilihan jodoh hingga pada upacara peminangan. Maka penulis menguraikan sistem
atau prosesi perkawinan masyarakat Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
a. Metiro
Bila seseorang bermaksud mengawinkan anak laki-lakinya dengan
mengadakan kunjungan pendahuluan kerumah orang tua si gadis, Maksud kunjungan
ini adalah untuk menyelidiki, apakah si gadis belum ada yang punya, dan apakah ada
kemungkinan bila diadakan peminangan. Kunjungan ini disebut metiro , dalam
kunjungan pendahuluan ini akan diketahui apakah keinginan orang tua pihak laki-laki
dapat dilanjutkan atau tidak. Bila terbuka kemungkinan, maka selanjutnya diadakan
kunjungan yang disebut Monduutudu.
b. Monduutudu
Monduutudu berarti menduga kedalaman, mengukur dalamnya air. Dalam
hubungan dengan uacara sebelum peminangan dan perkawinan, Monduutudu berarti
orang tua pihak laki-laki atau utusannya mengadakan kunjungan secara resmi ke
rumah orang tua pihak perempuan secara langsung.
2 Jurnal antara cinta dan gengsi, http:/dx.doi.org/10.18202/jamal 2015.08.6018 (Diakses pada
tanggal 20 Oktober 2017)
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Tujuannya untuk mengetahui dengan pasti apakah gadis yang bersangkutan
belum bertunangan dan adakah kemungkinan bila orang tua pihak laki-laki
mengadakan peminangan. Tempatnya di rumah orang tua pihak perempuan, serta
waktunya biasanya malam hari, pelaksana orang tua pihak laki-laki, orang tua pihak
perempuan dan tolea/pabitara (Juru Bicara) masing-masing, alat kalosara dan sirih
pinang.
3. Mowawo Niwule (Meminang)
Peminangan bertujuan untuk meresmikan perjodohan antara laki-laki dan
perempuan yang bersangkutan. Dengan diadakannya peminangan maka sudah ada
kepastian untuk pelaksanaan pernikahan. Resminya pertunangan menimbulkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak , juga orang tua kedua belah pihak.
Dalam peminangan ini akan dirundingkan pula apakah dalam upacara
perkawinan akan diadakan pesta atau tidak. Hal ini ditentukan oleh orang tua pihak
permpuan. Bila mereka menghendaki diadakan pesta, maka disebutkan besar biaya
dan kebutuhan pesta, yang terdiri dari beras, kerbau, uang tunai dan lain-lain dan
dirundingkan pula mengenai waktu diadakan pesta perkawinan. Besarnya jumlah
biaya pesta yang dihitung dengan uang tunai, sapi, dan beras, tergantung dari
kesepakatan kedua belah pihak. Dalam musyawarah mengenai biaya pesta ini,
biasanya terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak dan dianggap selesai jika
kedua belah pihak itu telah sepakat.
4. Mombe’ekangako onggoso
Sebelum upacara perkawinan berlangsung orang tua pihak laki-laki akan
membawa dan menyerahkan semua biaya dan kebutuhan pesta ke rumah orang tua
12
pihak perempuan. Hal ini disebut Mombe’ekangako onggoso yang berarti
menyerahkan biaya untuk pesta.
5. Mowindahako
Tahap terakhir dalam rangkaian adat perkawinan adalah mowindahako. Dalam
tahapannya sebagai berikut :
a. Tahapan pertama adalah yang disebut dengan sara papalalo ine ulu sala/sara
mbeparamesi (adat memohon izin untuk dimulainya acara kepada
pemerintah).
b. Tahapan kedua adalah sara momberahi lako ine ulu sara (adat memohon restu
atau petunjuk mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan adat) kepada
puutobu atau toono motuo.
c. Tahapan ketiga adalah sara mombependeehi ine mbu ana yakni
mempertanyakan kepada orang tua dari pihak perempuan melalui pabitara
apakah seluruh keluarga mereka atau undangan telah hadir di tempat itu.
d. Tahapan keempat merupakan tahapan terakhir adalah tahap mowindahako
merupakan rangkaian dari prosesi adat untuk menyerahkan seserahan adat.
Seserahan adat yang diserahkan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak
keluarga perempuan adalah yang telah disepakati . Jika semua seserahan telah
diserahkan, melalui dialog antara tolea dan pabitara, maka acara terakhir
adalah acara mohue osara atau menutup seluruh prosesi rangkaian adat
perkawinan.3
3Berthyn Lakebo Dkk, Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Tenggara
(Jakarta:Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan SULTRA,1978), h. 43-49.
13
B. Pernikahan Dalam Syari’at Islam
1. Pengertian pernikahan
Pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu ’’An-Nikah’’ yang secara
etimologi memiliki dua pengertian yaitu Aqad (ikatan atau ikrar) dan Ijma’
(persetubuhan).4 Nikah menurut syariat Islam adalah akad yang menghalalkan
pergaulan antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan
mahram sehingga akad tersebut terjadi antara hak dan kewajiban antara kedua insan.5
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk
segera melaksanakannya. Sebab,perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik
dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan
untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan
nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang yang
berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat
keji, yaitu perzinaan.
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti
membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan melakukan hubungan kelamin atau
bersetubuh.6 Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti
kiasan (majaz) ,arti sebenarnya dari nikah adalah dham yang berarti berhimpit,
4Abdul Majid, Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004). h. 140.
5 Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II. (Makassar : Alauddin Press, 2010), h. 10.
6Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. III: Jakarta:
PN Balai Pustaka, 1994), h. 456.
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menidih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah wata’ yang berarti
setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.7
Menurut Abdul Muhaimin As’ad dalam bukunya Risalah Nikah, penuntun
perkawinan. Nikah adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat nafsu
seksnya, yang diatur menurut tuntunan agama Islam sehingga keduanya
diperbolehkan bergaul sebagai suami istri sedangkan akad adalah ijab dari pihak wali
perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya.8
Sedangkan menurut Dr. Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan Indonesia
menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.9
Adapun menurut Muhammad Abu Ishrah, nikah adalah aqad yang
memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri)
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak
bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
Berdasarkan rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu
perkawinan dijumpai berbagai aspek baik secara hukum, sosial dan agama. Aspek
hukum dalam perkawinan di pahami dari pernyatan bahwa perkawinan adalah suatu
perjanjian. Sebagai perjanjian perkawinan mempunyai tiga sifat yaitu:
a. Sebaiknya dilangsungkan dengan persetujuan dua belah pihak.
7Kamal Muchtar, Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang,
2004), h.1.
8 Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, hal. 3.
9 Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, hal. 4.
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b. Penentuan tata cara pelaksanan dan pemutusannya jika itu tidak dapat
diteruskan atau dilangsungkan.
c. Ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua belah pihak,
berupa hak dan kewajiban masing-masing. Kata perjanjian juga mengandung
unsur kesengajaan, sehinga untuk menyelengarakan perkawinan perlu diketahui
oleh masyarakat luas dan tidak dilaksanakan secara diam-diam.
Berdasarkan pendapat para Imam Mazhab pengertian nikah adalah sebagai
berikut:
a. Golongan Hanafiah
Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memilki, bersenang-senang
dengan sengaja.
b. Golongan Syafi’iyah
Nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha
dengan lafadz nikah atau taswijah atau yang semakna dengan keduanya.
c. Golongan Malikiyah
Nikah adalah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk
membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang
wanita yang boleh nikah denganya.
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d. Golongan Hanabilah
Nikah adalah aqad dengan mempergunakan lafadz nikah atau taswij guna
membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.10
Adapun yang menafsirkan nikah ialah menggabungkan dan menjalin, dan
menurut istilah syari’at, nikah artinya pernikahan (perkawinan).Terkadang dalam
konteks hukum syari’at, nikah digunakan untuk menunjukan hubungan intim itu
sendiri.11
Menurut Undang-Undang  No 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan
terdapat dalam 1 pasal yaitu pasal 1 bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa”.12
Inti pokok pernikahan itu adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara
orangtua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan
penerimaan tanggung jawab dalam arti luas, telah terjadi pada saat aqad nikah itu,
disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.
Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia agar bisa memikul
amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling
berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat
10Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, hal. 5
11Syaikh Husain Bin Audah Al-awaisyah, Eksklopedia Fiqih Praktis Menurut Alquran Dan
As-Sunnah (Cet. II; Yogyakarta :Pustaka Iman Asy-Syafii), h.1.
12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
(Jakarta: Sinar Sindo Utama, 2013), h. 4.
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yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.kepentingan
social tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara
keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa
membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga keturunan jiwa.13
Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah , dan anjuran ini diungkapkan
dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa menikah
adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok teladan yang
wajib kita ikuti.
Definisi perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan
ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri
wanita adalah aspek-aspek biologisnya saja.Terlihat dalam kata al-wat’ atau al-
istimna’ yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian
ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita.
Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oeh laki-
laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.14
Bermacam-macam pengertian diatas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa
pegertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu perkawinan (nikah) suatu
perjanjian dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk
keluarga bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan peraturan yang berlaku bagi
masyarakat disuatu negara maupun secara keagamaan.
13Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam (Bogor: Kencana, 2001), h. 4.
14Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali press,2006), h.153.
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Agama Islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama sepenuhnya
antaranya kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi dengan
demikian ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga apabila
seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan itu
berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku.
2. Syarat dan Rukun Nikah
Syarat dan Rukun perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dan terpenuhi
dalam sebuah perkawinan, jika salah satu Syarat dan rukun tidak terpenuhi maka
perkawinan tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada empat
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan.
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua calon mempelai yang
akan melangsungkan perkawinan yaitu:
1. Syarat Mempelai Laki-Laki
a) Kehendak sendiri.
b) Sudah cakap (sudah mencapai umur).
c) Tidak dalam keadaan ihrom.
d) Mengetahui kondisi dan status mempelai perempuan.
e) Statusnya jelas ( laki-laki).
2. Syarat Mempelai Perempuan.15
15M Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan (Makassar: Alauddin University
Press, 2012), h. 21.
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a) Kehendak sendiri.
b) Sudah cakap (sudah mencapai umur).
c) Tidak dalam keadan ihrom.
d) Tidak dalam status istri.
e) Tidak dalam masa iddah.
f) Statusnya jelas (perempuan).
b. Wali
Wali adalah  salah satu rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima dan
tidak sah pernikahan tanpa ada wali. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 19
menyatakan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon
mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.Adapun syarat-syarat wali
yaitu:16
1) Beragama Islam.
2) Cakap (sudah balig).
3) Berakal sehat.
4) Merdeka (Bukan budak).
5) Laki-laki.
6) Adil.
7) Sedang tidak melakukan ihrom.
16 Sabri Samin, Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II, hal. 32.
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Adapun  yang diutamakan untuk menjadi wali yaitu sebagai berikut:
a) Bapak.
b) Kakek dari jalur Bapak.
c) Saudara laki-laki kandung.
d) Saudara laki-laki tunggal bapak.
e) Kemenakan laki-laki (Anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung).
f) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak).
g) Paman dari jalur bapak.
h) Sepupu laki-laki anak paman.
i) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).
Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud
adalah wali di atas maka alternatif  lainya adalah pemerintah atau wali hakim.
j) Saksi
Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Malik sepakat bahwa saksi
termasuk syarat dari beberapa syarat sahnya nikah dan ulama’ jumhur
berpendapat bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam
pengucapan ijab dan qabul dan tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-
saksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau
memberitahukan kepada orang banyak.
Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam
perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan
21
menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu





d) Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul.
e) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.
f) Adil.
k) Ijab dan Qobul
Akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 ayat 1 Ijab dan Qobul
antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan tidak berselang waktu.
Pasal 28 ayat 1 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah
yang bersangkutan. Pasal 29 ayat 1 yang berhak mengucapkan ijab ialah calon
mempelai pria secara pribadi.
Jadi pada dasarnya, ijab dan qobul  yang diucapkan oleh wali mempelai
perempuan dan qobul oleh mempelai laki-laki, merupakan bentuk kerelaan antar dua
belah pihak membentuk sebuah rumah tangga yang dibangun  atas dasar cinta dan
kasih sayang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
17Ali zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 15.
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Syarat sahnya perkawinan adalah syarat yang apabila dipenuhi, maka
ditetapkan padanya seluruh hukum akad (perkawinan). Halalnya seorang wanita  bagi
calong suami yang akan menjadi pendampingnya. Artinya, tidak diperbolehkan
wanita yang hendak dinikahi itu berstatus sebagai mahramnya, dengan sebab apapun
yang mengharamkan pernikahan diantara mereka berdua, baik itu bersifat sementara
maupun selamanya.
Dalam undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
disebutkan syarat-syarat sebagai berikut:18
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua
yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.
18 M Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 22.
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Dari beberapa pendapat pada uraian sebelumnya tentang perkawinan banyak
terdapat perbedan dari segi konteks tetapi secara substansi adalah sama bahwa
perkawinan itu merupakan perjanjian antara pria dengan seorang wanita, guna untuk
membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan syariat
Islam. Perjanjian dalam perkawinan tidak sama dengan perjanjian dalam perkara
muamalah akan tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang
kekal dan bahagia. Menurut Sayuti Talib dan Muh. Idris Ramulyo perkawinan harus
dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:
1. Perkawinan dari segi sosial
Perkawinan dari segi sosial adalah bahwa dalam setiap masyarakat
(bangsa),ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau
pernahberkeluarga diangap memilki kedudukan yang terhormat.
2. Perkawinan dari segi agama
perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci lagi baik, karena itu
tidak mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadan instiusi
perkawinan.19Seperti halnya dalam agama Islam yang memandang bahwa pernikahan
itu adalah bukti kebijaksanan Alah swt dalam mengatur mahlukNya, dalam QS, An-
Najm/53:45.
           
Terjemahnya :
19 Muhammad Al Jabri, Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam (Jakarta: PT.
Bulan Bintang, 2005), h. 1-3.
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‘’Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria danwanita’’20
Ayat di atas menyatakan kepada kita, bahwa Islam merupakan ajaran yang
menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara duniawi
dan ukhrawi, antara materi dan spiritual. Oleh sebab itu, selain sebagai sunatullah
yang bersifat kodrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul-Nya.
3. Perkawinan dari segi Hukum
Perkawinan dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan
(peristiwa) hukum yakni perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh
kekuatan hukum.
Al-Qur’an menjuluki perkawinan sebagai Mitsaqan Ghalizhan, artinya
perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelangengangnya guna untuk
mewujudkan perjanjian yang kuat. Sebelum akad nikah dilaksanakan ada kegiatan
pernikahan yang perlu diperhatikan oleh calon pengantin, baik mempelai laki-laki
maupun perempuan.21 Kegiatan pernikahan yang dimaksud ialah apa yang umum
dikenal sebagai muqadimah nikah yaitu perihal pemilhan pasangan suami istri.22
3. Tujuan Pernikahan
Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawah oleh nabi Muhammad
saw, yaitu penataan ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrawi. Dengan
20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV
Darus Sunnah, 2013), h. 529.
21Husain Mazhahiri, Bunga Dalam Rumah Tangga (Bandung: Cahaya, 2001), h.70.
22Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru, 2002), h. 348-349.
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pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, Zakariyah Darajat
mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan yaitu :23
a. Memenuhi hajat manusia.
b. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
c. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta
kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan
yang halal.
d. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas
dasar cinta dan kasih sayang.
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk
membiasakan pengalaman-pengalaman agama. Fungsi keluarga adalah menjadi
pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara
lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pula pertama oleh putra
putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi
dasar pertumbuhan kepribadian sang putra-putri itu sendiri.
Tujuan pernikahan  menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera
artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan
hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar
23Zakiyah Darajat Dkk, Fiqh Munakahat (Cet.II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000),h. 52.
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anggota keluarga.24 Rumusan tujuan pernikahan di atas dapat diperinci sebagai
berikut:25
a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan Naluri manusia mempunyai
kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak
keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan
kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi
jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagian
dunia danakhirat dicapai dengan bermasyarakat. Kehidupan keluarga
bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak
merupakan buah hati dan belahan jiwa.
b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tangung
jawab, Sudah menjadi kodrat ibadah Alah swt, manusia diciptakan berjodoh-
jodohan dan diciptakan oleh Alah swt mempunyai keinginan untuk
berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk
pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang
dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.
Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan
menghasilkan keharmonisan dan tangung jawab yang layak, karena
didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya
norma yang ada pada dirinya masing-masing. Sedangkan masing-masing
orang mempunyai kebebasan perkawinan mengikat adanya kebebasan
24Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , h. 22.
25Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Liberty:
Yogyakarta, 2005), h. 12.
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menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung
jawab.26
c. Memelihara diri dari kerusakan, Ketenangan hidup dan cinta serta kasih
sayang keluarga dapat ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang
tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami
ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan,entah kerusakan dirinya
sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai
nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang
tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya
perlulah menyalurkan dengan baik, yakni perkawinan dapat mengurangi
dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.
d. Menimbulkan kesungguhan bertangung jawab dan mencari harta yang halal,
hidup sehari-hari menunjukan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga
tindakanya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehinga kurang mantap
dan kurang bertangung jawab. Kita dapat lihat para pekerja yang sudah
berkeluarga lebih rajin dibanding dengan para pekerja bujangan. Demikian
pula dalam mengunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih
efektif dan hemat, karena mengingat kebutuhan keluarga di rumah. Jarang
pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya,
mereka berfikir untuk hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan
bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan
keluarganya.
26Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat , h. 28.
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e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat sejahtera
berdasarkan cinta dan kasih sayang, suatu kenyataan bahwa manusia di
dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-
unit yang terkecil yaitu keluarga yang terbentuk untuk mencapai kebahagian.
Kebahagian masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan
ketentraman angota keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian
masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam ketenangan dan
ketentraman masyarakat.
Dengan demikian tujuan perkawinan menurut Islam adalah tersalurnya naluri
seks kedua insan yang berlainan jenis secara sah, sehingga keduanya dapat
melestarikan kehidupannya. Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan
menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan yaitu:27
a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah swt. Nikah juga dalam rangka
taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya.
b. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan membentengi
diri) dan mubadho’ah biasa melakukan hubungan intim).
c. Memperbanyak umat Muhammad saw.
d. Menyempurnakan Agama.
e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah.
f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu
mereka saat masuk surga.
27Tihami dan Sohari Sahrani, Kajian Fiqih Nikah Lengkap ( Jakarta : Rajawali press, 2009), h.
18-19.
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g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan dan lain
sebagainya.
h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi
suami dalam memimpin rumah tangga, memberi nafkah dan membantu istri di
rumah.
i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran
keluarga dan Saling mengenal dan menyayangi.
j. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri.
k. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yangsesuai dengan ajaran-
Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah swt. Maka
tujuan nikahnya akan Menyimpang.
l. Suatu tanda kebesaran Allah swt. kita melihat orang yang sudah menikah,
awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan
melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya biasa saling mengenal dan
sekaligus mengasihi.
m.Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui
proses pernikahan.
n. Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang
diharamkan.
Berdasarkan uraian sebelumnya tentang tujuan dari perkawinan penulis
menyimpulkan bahwa yang menjadi tujuan pernikahan ialah untuk membentuk suatu
keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketentuan Allah yang maha
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Esa, yang dibangun  atas dasar cinta dan kerelaan dua insan untuk membina dan
membangun sebuah rumah tangga.
4. Hukum melakukan perkawinan
Hukum melakukan perkawinan , Ibnu Rusyd  menjelaskan : segolongan
fukaha, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya
sunnah. Golongan Zhaririyah berpendapat nikah itu untuk sebagian orang, sunnah
untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan orang lain demikian itu menurut
mereka ditinjau dari berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.28
Terlepas dari pendapat ulama diatas, Islam sangat menganjurkan kaum
muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Dan hukum melakukan
perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang akan melakukan tersebut dan
tujuan melakukannya. Hukum melakukan perkawinan tersebut disebut wajib, sunnah,
haram, mubah, atau makruh.
a. Pernikahan Yang Hukumnya wajib
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan
dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka
hukum melakukan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada
pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang
terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang
menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib.
b. Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah
28Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; sinar grafika, 2006), h.20.
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Orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan
pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka
hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan
hukum sunnah itu ialah anjuran Al-quran seperti tersebut dalam surah An-Nur ayat 32
dan hadits nabi yang diriwayatkan bukhari dan muslim dari Abdullah bin mas’ud
yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik
yang Al-Quran maupun Al-Sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan
qarimah-qarimah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan  hukum wajib, hukum
sunnah saja.
c. Pernikahan Yang Hukumnya Haram
Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan
serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sehingga
apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka
hukum melakukan pernikahan bagi orang yang tersebut haram. Termasuk hukumnya
haram apabila  seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain,
masalah wanita yang dikawini itu yang tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat
kawin dengan orang lain.
d. Pernikahan Yang Hukumnya Makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga
cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya
tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin hanya saja orang ini tidak mempunyai
keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
e. Pernikahan Yang Hukumnya Mubah
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Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila
tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga
tidak akan menelantarkan istrinya. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan
untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya
dan penghambatnya kawin. Hukum Mubah ini ditujukan bagi orang yang antaran
pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan
keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi
belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan
yang kuat.
5. Hikmah perkawinan
Nikah adalah salah satu asas pokok dalam hidup terutama dalam pergaulan
atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang paling
mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, Tetapi perkawinan itu
dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan
yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan pertolongan
antara satu dengan yang lainnya.
Dalam komplikasi hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan yang
menyebutkan :
‘’Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, wawadah, dan warahmah’’
Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah usaha untuk
membentuk keluarga yang bahagia, sehingga terjalin sikap tolong-menolong pada
berbagai bidang kehidupan dalam keluarga masyarakat dalam rangka beribadah
kepada Allah swt.
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Rasululah saw menganjurkan kepada umatnya yang sudah mapan untuksegera
membentuk rumah tangga, karena perkawinan merupakan perkara yang mempunyai
banyak hikmah, diantaranya sebagai berikut:
a. Sebagai Kebutuhan Biologis
Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya
menuntut adanya jalan keluar. Kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling
baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks tersebut.29
b. Membentuk Keluarga Mulia
Perkawinan adalah jalan terbaik utuk membuat anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang
oleh Islam sangat diperhatikan.
c. Naluri Kasih Sayang
Tumbuhnya naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh
perasaan cinta dan sayang dalam suasana hidup dengan anak-anak, semua itu hanya
bisa diwujudkan melalui perkawinan.
d. Menumbuhkan Tanggung Jawab
Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong ke arah rajin bekerja,
bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian, baik itu kepada istri dan anak yang
merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga.
29Fuadudin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 25.
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e. Memperteguh Silaturahim
Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh
kelanggenan, rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan dalam kehidupan
bermasyarakat.
f. Menundukan Pandangan
Islam mendorong untuk segera menikah jika sudah mempunyai kemampuan
terhadap itu karena menikah itu lebih menundukan pandangan, lebih menjaga
kemaluan, lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.
Dari uraian tersebut penulis memahami bahwa hikmah dari perkawinan adalah
merupakan suatu bentuk upaya untuk membentengi diri, dalam menjalani hidup dan
kehidupan sehinga terhindar dari hal-hal yang negatif, serta sekaligus suatu bentuk
pemantapan pendewasan karena adanya kesadaran akan hak dan kewajiban yang
harus terbangun dalam rumah tangga. Sedangkan Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi
hikmah-hikmah perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu
banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena
suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika
dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan
dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah
tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus
ada perempuan yang mengatur rumah tanga itu. Dengan alasan itulah maka
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nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan
dunia semakin makmur.
c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan dunia
masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam
pekerjaan.
d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya istri
yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam
suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk
mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteran.
e. Manusia diciptakan dengan memilki rasa ghirah (kecemburuan) untuk
menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga
pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan
untuknya. Apabila keutaaman dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua
sisi; yaitu melakukan hinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan
pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan
seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
f. Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya
terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan,
seoranglaki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan
anak, tidakpula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama
manusia. Hal ini dikehendaki agama manusia.
g. Berbuat baik yang banyak lebih dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan
pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
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h. Manusia itu jika mati terputuslah semua sama perbuatanya yang
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih
meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan
hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalanya tidak
terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan
yang tetap masih tertinggal meskipun ia telah mati.
i. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula
perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang merupakan sifat-sifat baik yang
menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
j. Menyadari tanggung jawab beristri dan menangung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat
dan membawa seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tangung
jawab dan memikul kewajibannya, sehinga ia akan banyak bekerja dan
mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan
memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi
kekayaan alam yang dikaruniai Allah untuk kepentingan hidup manusia.
Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga,
Sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tangung
jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya. Perempuan
bertugas mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan mendidik
anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat
guna melepas kadang memperoleh kesegaran kembali.
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Sebagaimana diketahui publik, pernikahan bukan sekedar memenuhi hasrat
biologis, melainkan nikah juga merupakan ibadah yang tekah ditetapkan oleh Allah
swt. Karena itu hikmah perkawinan bagi seorang muslim dan masyarakat pada
umumnya sangat besar dan banyak manfatnya.
Hikmah nikah menurut buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin
dalam bukunya yang berjudul Garis-Garis Besar Fiqih adalah :30
1. Mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa
kasih sayang. Dengan perkawinan kita akan lebih merasa tenang dan bahagia
sebab dengan perkawinan seorang suami akan belajar bagaimana cara
menyayangi seorang wanita yang selalu menemaninya baik susah maupun
senang.
2. Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara dan
menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.
3. Mendapatkan keturunan atau menjaga nasab dan melestarikannya. Perkawinan
adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keturunan. Orang yang
mendapatkan keturunan berarti ia mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi
orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang tua dan
menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya. Dengan demikian
akan muncul tanggung jawab orang tua melaksanakan kewajibannya kepada
anak-anaknya.
30Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003). Hal 80.
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4. Melalui perkawinan timbul hal dan kewajiban serta tugas-tugas suami istri
secara seimbang. Istri mengurus rumah tangga, mendidik anak, sementara
suami mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya.
5. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta
memperteguh rasa saling cinta mencintai antara keluarga satu dengan yang
lainnya. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan baik
menuju masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah swt.
Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain, yaitu:
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang
selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat
memuaskanya, makabanyaklah manusia yang mengalami kegoncangan,
kacau dan menerobos jalanyang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan
biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan
naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata
terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang
halal.
2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta
memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana hidup
dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan
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sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusian
seseorang.31
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sunguh-sunguh dalam memperkuat bakat dan
pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung
jawab dan memikul kewajibanya, sehinga ia akan banyak bekerja dan
mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan
memperbesar produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah
tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas
tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Dengan perkawinan, di antaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan,
memperteguh kelangengan cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan
kemasyarakatan yang oleh Islam direstui, ditopang dan di tunjang. Karena
masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyanyangi akan terbentuk
masyarakat yang kuat dan bahagia.
Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah perkawinan ialah
menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri
kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban
dalam rumah tangga dan dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.




A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan
jalan menganalisisnya.1 Suatu metode penelitian akan mengemukakan secara teknis
tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.2Dalam melakukan
penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa
metode sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif.
Metodologi kualitatif sebagai prosedur berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat diamati.3Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian
kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan
metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua
metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan
responden, ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.
1Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: Fakultas
Hukum, 2004), h.1-2.
2Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 3.
3Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah (Stain Po Press, 2010), h. 23.
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Berdasar pada kedua pandangan pada uraian sebelumnya, maka penelitian
kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu
memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu,
peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan
langsung dengan Doi Tekonggo dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara.
2. Lokasi Penelitian
S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di
pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: Tempat pelaku dan
kegiatan.4Penelitian tentang Doi Tekonggo dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat di
Kelurahan Lawulo Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana tatacara
pelaksanaan pemberian doi tekonggo dan bagaimana kedudukan doi tekonggo dalam
tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir
yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain
pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan
dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan
multi disipliner.5Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :
4S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.
5Muliati Amin, Dakwah Jamaah (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129.
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1. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan
masyarakat berdasarkan aturan Budaya yang berlaku yang terkait dengan perkawinan.
2. Pendekatan Syar’i
Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu Syari’ah
terkhusus Fiqih Islam yang terkait dengan masalah munakahat yang termasuk di
dalamnya masalah doi tekonggo yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam
pembahasan.
C. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat dikalisifikasikan sebagai
berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian kualitatif seperti
interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan
Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas
atas data yang diperoleh melalui angket yang dipandang meragukan.
Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu purposive
sampling technique yaitu cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitan
dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan.
Alasan penulis mengunakan sampel tersebut karena informan memilki ilmu dan lebih
paham pada kasus yang akan diteliti. Informan yang akan diwawancari terdiri dari 1
orang Tokoh Pemuka Adat, 2 pasang Mempelai Pria dan Wanita dan 3 orang Tokoh




NO NAMA INFORMAN KET
1. Tokoh Pemuka Adat 1 Orang
3. Mempelai Pria dan Wanita 2 Pasang
4. Tokoh Masyarakat 3 Orang
JUMLAH 8 Orang
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk mendukung sumber data
primer. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan
mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari
sejumlah literature buku, jurnal, majalah, Koran atau karya tulis lainnya. Ataupun
memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan
dengan aspek yang diteliti.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu
sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati
dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti6. Hal yang  hendak
diobservasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan
6Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum (Cet, I; Jakarta : Granit, 2004),  h. 70.
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hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan
danraut wajah pun mempengaruhi observasi yang di lakukan.
2. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitan yang berlangsung
secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan
detail.7 Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-bal sampling
yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti
bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang diangap penting.
Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang mengelinding saja dalam
menentukan subjek penelitan. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal
yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh yaitu tidak ditentukan
informasi baru lagi tentang subjek penelitan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan bahan yang
terbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat,
catatan harian, cinderamata, laporan, artefak dan foto dan lain sebagainya. Sifat
utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga member ruang kepada peneliti
untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam . Secara detail  bahan
documenter terbagi beberapa macam autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan
harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data deserver dan
flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.8Teknik ini digunakan untuk
7Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitan Hukum (Cet, II; Bandung : Alfabeta, 2014),h.
155.
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mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan
pembahasan penelitian.
E. Intrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni
peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data
hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai
kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak
terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam
penelitian lapangan ini meliputi:Daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan,
camera, alat perekam, pulpen dan buku catatan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
1) Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas.
2) Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai
kelengkapannya serta kejelasannya.
3) Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar
memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4) Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan sistematis sebagai hasil
penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang
diajukan.
8Suwardi Endarsawara, Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi
(Yogyakarta: PustakaWidyatama, 2006), h. 116.
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b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan mengurangi data memecahkan masalah yang
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
mengumpulkan, memilah, mengklarifikasi, dan mencatat yang dihasilkan catatan
lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
G.Pengujian Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh
kesimpulan yang objektif. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi
standar objektifitas maka penelitian tersebut telah teruji keabsahan data penelitiannya.
Dalam pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas
hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik
triangulasi.
Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian
kredibilitas data yang diperoleh dengan menggunakan pengecekan atau perbandingan
dengan sumber data lainnya, misalnya; triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan
metode, dan triangulasi dengan teori.9 Tetapi triangulasi yang dimaksud pada
penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.
9Fauzan Almansyur, Junaidi Ghony, Metodedologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, 2012), h. 322-323.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Lokasi dan Penduduknya
Keadaan geografis suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan
maupun pembinaan kemasyarakatan di suatu daerah. Kelurahan Lawulo merupakan
salah satu keseluruhan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Anggaberi,
Kabupaten Konawe dengan luas 6.500 Ha. Seperti Umumnya wilayah lainnya di
Indonesia, Kelurahan Lawulo beriklim tropis setiap tahunnya melewati dua musim
yaitu musim penghujan dan musim kemarau.Wilayah Kelurahan Lawulo mempunyai
batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Wunduongohi ;
b. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Unaasi ;
c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Unaasi ;
d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Parauna dan Kelurahan
Anggaberi; 1
Dalam Lingkungan Kelurahan Lawulo dibagi menjadi beberapa dusun,
Adapun pembagian tersebut adalah terdiri dari 4 Lingkungan (RW). Jumlah
1 Katalog, Kecamatan Anggaberi Dalam Angka 2016 ( Konawe : Badan Statistik Kabupaten
Konawe, 2016), h. 2.
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penduduk Kelurahan Lawulo sebanyak 1.404 jiwa yang diantaranya 725 jiwa laki-
laki dan perempuan sebanyak 679 jiwa, dan mayoritas Islam. Penduduk asli
Kelurahan Lawulo adalah Suku Tolaki. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah
bahasa Tolaki. Mereka memeluk agama Islam sementara agama non Islam tidak ada.
Tabel III
Jumlah Penduduk
No Jenis Kelamin Jumlah
Tahun 2015 Tahun 2016
1. Laki-Laki 720 Jiwa 725 Jiwa
2. Perempuan 663 Jiwa 679 Jiwa
3. Jumlah Penduduk Seluruhnya 1.383 Jiwa 1.404 Jiwa
4. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 387 KK 392 KK
Sumber Data : Profil Kelurahan Lawulo2
2. Keadaan Sosial Ekonominya
Keadaan sosial ekonomi suatu daerah banyak ditentukan oleh keadaan
wilayah pertanahannya. Kelurahan Lawulo memiliki sektor pertanian, sektor
perkebunan, sektor kehutanan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor












Perdagangan dan Jasa 5.225.280.000,-
Kerajinan 134.000.000,-
Sumber Data : Profil Kelurahan Lawulo
Dengan Melihat tabel di atas, tampak jelas bahwa di Kelurahan Lawulo
sumbangan terbesar dari sektor perdagangan dan jasa, sektor perkebunan serta sektor
peternakan yang merupakan sektor basis atau unggulan dari Kelurahan Lawulo.3
3. Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan pembangunan,
karena dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan juga merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki pemerintah .
Selain itu tingkat pendidikan masyarakat menunjukan sumber daya manusia di suatu
daerah.
Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan
Lawulo, pemerintah Kelurahan Lawulo, Lembaga Kemasyarakatan beserta seluruh
masyarakat terus berupaya mengejar ketertinggalan dari daerah lain agar masyarakat
wajib belajar dapat memperoleh pendidikan di berbagai strata pendidikan.





Tahun 2015 Tahun 2016
1. Buta Huruf - -
2. Tidak Tamat SD/ Sederajat 25 35
3. Tamat SD/ Sederajat 65 98
4. Tamat SLTP/ Sederajat 276 227
5. Tamat SMU/ Sederajat 399 447
6. Tamat D-3 25 29
7. Tamat S-1 dan S-2 102-4 104-5
Sumber Data: Pemerintah Kelurahan Lawulo 2015 dan 20164
4. Agama dan Kepercayaan
Agama merupakan salah satu aspek pembangunan yang mempunyai peranan
penting dalam rangka pembinaan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, di
samping itu ajaran agama dapat membentuk watak serta sikap mental masyarakat,
sehingga pada akhirnya dapat terciptanya insan yang bertakwa kepada Allah swt,
serta memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dalam rangka membangun bangsa
dan negara. Walaupun banyak agama-agama yang telah diakui oleh Negara namun
agama Islam adalah agama yang dipeluk oleh masyarakat Kelurahan Lawulo.




No Agama Jumlah Pemeluk Ket /Presentasi
1. Islam 1.404 jiwa 100%
2. Kristen -
3. Hindu/Budha -
Jumlah 1.404 jiwa 100%
Sumber Data: Pemerintah Kelurahan Lawulo Tahun 2016
Dari tabel tersebut diatas jelas menunjukan bahwa agama Islam adalah agama
yang dianut oleh masyarakat kelurahan Lawulo. Kerukunan yang terjalin di antara
masyarakat kelurahan Lawulo, saling menghormati dan tolong menolong antara
sesama yang menjadikan masyarakat kelurahan Lawulo meningkatkan rasa toleransi
diantara mereka yang tidak lain adalah hidup dalam ikatan kekeluargaan.5
B. Tata cara Pelaksanaan Pemberian Doi Tekonggo Dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Pernikahan tiap- tiap daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk
dibahas baik dari segi latar belakang dan tatacara pelaksanaan pernikahan tersebut.
Seperti halnya di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara masyarakat setempat
mengenal adanya tradisi pemberian doi tekonggo atau uang pesta dalam pelaksanaan
pernikahan. Menurut Nasruddin Tonggapa bahwa :
5 Katalog, Kecamatan Anggaberi Dalam Angka 2016 , h. 26.
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‘’Doi tekonggo atau uang pesta telah menjadi tradisi bagi masyarakat di
kelurahan Lawulo, kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe. Sejak dahulu
mereka telah mengenal tradisi ini secara turun temurun dan bukan lagi hal yang
baru bagi masyarakat disini akan tetapi prakteknya berbeda dengan yang
sekarang, Dahulu Doi tekonggo ini bukan pihak laki-laki yang dibebankan tetapi
secara bersama-sama menanggung biaya pesta penikahan antara pihak laki-laki
dan perempuan tetapi sekarang biaya pesta itu hanya ditanggung oleh pihak laki-
laki. Sedangkan Doi Tekonggo atau uang pesta merupakan uang yang diminta
dari pihak wanita terhadap pihak laki-laki yang telah disepakati secara bersama
berapa besar jumlah yang akan diberikan kepada pihak wanita dipergunakan
untuk pesta pernikahan’’.6
Dalam tradisi pernikahan di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara melalui
beberapa tahap, dapat kita lihat dari hasil wawancara dengan Nasaruddin Tonggapa
mulai dari proses pelamaran sampai pada ijab dan kabul.7
Pada tahap pertama dirangkai dengan rencana pengajuan lamaran, pada tahap
ini pihak keluarga  laki-laki melakukan tahap momboune-une yaitu niat atau angan-
angan antara suami istri orang tua laki-laki yang dimunculkan salah satu dari mereka
yang jadi rencana rahasia calon mantu yang akan menjadi objek perhatian selanjutnya
pihak keluarga laki-laki melakukan tahap metiro yaitu kunjungan keluarga seorang
laki-laki kepada keluarga seorang perempuan untuk menjajaki kemungkinan
perjodohan. Tahap ini pihak laki-laki mencari tahu tentang calon pengantin
perempuan yang akan dilamar.
Tahap kedua, monduutudu atau pelamaran penjajakan ditahap ini pihak laki-
laki  melakukan tahap persiapan dimana tahap ini pihak laki-laki mempersiapkan
6Nasaruddin Tonggapa(61), Tokoh Adat, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 14
Juli 2017.
7Nasaruddin Tonggapa(61), Tokoh Adat,Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 14
Juli 2017.
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pelaksanaan pengajuan lamaran dan menanyakan kepada pihak adat masalah
perlengkapan adat yang harus dipersiapkan selanjutnya pihak laki-laki akan mengirim
utusannya untuk membicarakan waktu kedatangan pihak keluarga  laki-laki untuk
melamar. Selanjutnya pihak keluarga laki-laki melaksanakana tahap selanjutnya yaitu
proses pengajuan pelamaran. Pada tahap ini pihak keluarga laki-laki harus memahami
kedudukan atau status adat pihak wanita yang akan dilamar.
Tahap ketiga, mowawo niwule atau peminangan resmi. Dalam tahap ini pula
harus hadir beberapa unsur dalam masyarakat yaitu unsur pemerintah yakni kepala
desa atau lurah, puutobu (ketua adat), para tua-tua adat setempat dan kerabat dari
kedua belah pihak pada saat peminangan resmi maka akan diadakan tukar cincin bagi
keduanya. Pada tahap ini pula maka akan dimusyawarakanlah tentang mahar, uang
pesta (doi tekonggo), hari akad nikah dan sebagainya. Menurut Rahman Laremba
bahwa :
‘’Pada tahap ini pihak laki-laki dan pihak perempuan beserta tokoh adat dan
pemerintah akan merundingkan mulai waktu akan diadakan pesta
perkawinan,mahar,berapa jumlah uang pesta (doi tekonggo) yang akan diberikan
dan lain sebagainya, dari hasil rundingan tersebut maka akan diketahui kapan
waktu pelaksanaan pesta perkawinan, mahar yang akan diberikan kepada pihak
wanita, jumlah uang pesta yang akan dikasih naik dan sebagainya. Perlu
diketahui bahwa besarnya uang pesta yang diberikan merupakan kesepakatan
bersama’’.8
Tahap Keempat, Sebelum masuk ketahap perkawinan, Ada tahap yang di
sebut mombe’ekangako onggoso, tahap ini merupakan tahap kasih naik uang belanja
untuk pesta pernikahan yang telah disepakati jumlahnya secara bersama sebelumnya.
8Rahman Laremba (69), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal
18 Juli 2017.
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Tahap Kelima, mowindahako atau pesta perkawinan, tahap ini merupakan
tahap terakhir di mana tahap ini semua proses perkawinan akan berakhir pada sesi ini
sesuai dengan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak.
C. Kedudukan Doi Tekonggo Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara memiliki tradisi
tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan salah satunya adanya kewajiban dari
pihak mempelai laki-laki untuk memberikan doi tekonggo untuk terlaksananya
sebuah acara pesta perkawinan.
Doi tekonggo atau uang pesta memiliki peran yang sangat penting karena
uang ini dipergunakan untuk keperluan selama pesta pernikahan. Menurut Rianti
bahwa:
‘’Doi tekonggo atau uang pesta adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh
calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, karena uang tersebut
akan dipergunakan sebagai biaya dalam perkawinan dan belum termasuk
mahar’’.9
Bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara tradisi ini tidak
bisa dihilangkan karena mereka menganggap bahwa pemberian uang pesta dalam
pelaksaanaan pernikahan adalah suatu kewajiban. Menurut Ayumi bahwa:
‘’Tidak ada doi tekonggo atau uang pesta berarti tidak ada acara pesta karena
uang tersebut dipergunakan untuk biaya keperluan pesta pernikahan’’.10
9Rianti (28), Mempelai Wanita, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 20 Juli
2017.
10Ayumi (24), Mempelai Wanita, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 24 Juli
2017.
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Pemberian doi tekonggo atau uang pesta terhadap pihak perempuan
merupakan hasil kesepakatan bersama dimana pihak pemerintah dan pihak adat ikut
serta dalam bernegosiasi berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada pihak
mempelai wanita. Mereka mempunyai peranan yang sangat penting karena merekalah
yang memberikan saran-saran agar kata sepakat dapat dicapai. Dalam hal ini mustari
mengatakan bahwa:
‘’Kami sebagai pihak dari laki-laki tidak mempermasalahkan adanya pemberian
doi tekonggo atau uang pesta yang sudah menjadi tradisi, karena ini juga sudah
menjadi kerelaan kami memberikan kepada pihak perempuan dan besar kecilnya
jumlah doi tekonggo yang dibebankan itu bukan hasil kesepakatan sepihak saja
tetapi secara bersama-sama melalui proses musyawarah .11
Masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara beranggapan bahwa
kewajiban atau keharusan memberikan doi tekonggo atau uang pesta sama halnya
seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara doi tekonggo dan
mahar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam
prakteknya kedua hal tersebut harus dipenuhi. Akan tetapi terkadang doi tekonggo
lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan
kelancaran jalannya proses acara pesta pernikahan. Menurut Salim bahwa:
‘’Tradisi pemberian doi tekonggo di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
adalah sudah menjadi sebuah keharusan adanya karena mengingat doi tekonggo
mempunyai fungsi dalam terlaksananya acara pesta pernikahan’’.12
Dalam hal ini bagi masyarakat di Kabupaten konawe Sulawesi Tenggara
dalam pemberian jumlah doi tekonggo yang akan diberikan kepada pihak perempuan
terkadang dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu:
11Mustari (25), Mempelai Pria, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 24 Juli 2017.




Menurut Garman bahwa pendidikan merupakan faktor utama bagi masyarakat
di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara yang sangat menentukan berapa jumlah doi
tekonggo yang akan diberikan kepada calon istri. Karena Semakin tinggi jenjang
pendidikan seorang wanita maka doi tekonggo juga akan semakin tinggi, dengan
alasan bahwa pendidikan atau ilmu yang diperoleh itu sangatlah susah dan
membutuhkan biaya yang banyak, jadi untuk melamar wanita yang berpendidikan
tidak cukup hanya dengan modal cinta dan kasih sayang akan tetapi juga harus
bermodalkan materi yang cukup banyak. Seorang laki-laki yang akan mencari
pasangan hidup tentunya akan melihat dan menilai dari berbagai aspek, termasuk
pendidikannya.13
2) Keturunan
Menurut Rahman Laremba bahwa faktor keturunan merupakan juga poin yang
sangat mempengaruhi jumlah dalam pemberian doi tekonggo. Jika seseorang
wanitanya berasal dari keturunan anakia (bangsawan) maka akan tinggi jumlah
pemberian doi tekonggonya. 14
3) Status ekonomi calon istri
Menurut Salim bahwa status ekonomi juga menjadi salah satu faktornya
.Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin tinggi pula doi tekonggo
yang harus diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Dan
13Garman (35),Mempelai Pria, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal 16 Juli 2017.
14Rahman Laremba (69), Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada Tanggal
18 Juli 2017.
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begitupun sebaliknya, jika calon istri tersebut hanya dari keluarga petani yang pada
umumnya kelas ekonomi menengah kebawah maka jumlah doi tekonggo yang
dipatok relatif kecil.15
4) Perbedaan antara janda dan perawan
Adapun status antara janda dan perawan tidak luput dijadikan sebagai tolak
ukur dalam jumlah doi tekonggo yang diberikan. Di kelurahan ini bagi perempuan
yang janda dan perawan memang terdapat perbedaan dalam penentuan doi tekonggo.
Biasanya perawan lebih banyak diberikan doi tekonggo dari pada janda, namun tidak
menutup kemungkinan bisa juga janda yang lebih banyak diberikan jika status
sosialnya memang tergolong bagus. Hal ini disebabkan tidak lain dan tidak bukan
karena adanya pengaruh adat yang masih sangat kuat dan sudah menjadi kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
5) Harga Bahan Makanan
Menurut Nasruddin perkawinan di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
tidak terlepas dari undang-mengundang mulai dari sanak saudara sampai dengan
teman dan kenalan. Harga bahan makanan dan banyaknya undangan yang tersebar
sangat mempengaruhi dalam pemberian jumlah doi tekonggo kepada pihak keluarga
wanita.16
15Salim (52),Tokoh Masyarakat , Wawancara di Kelurahan Lawulo, PadaTanggal 10 Juli
2017.
16Nasruddin (45).Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Lawulo,Pada Tanggal 26 Juli
2017.
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Doi tekonggo adalah sebagai suatu kewajiban dalam pelaksaanan acara pesta
pernikahan bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Menurut
Nasaruddin Toggapa bahwa doi tekonggo mengandung 2 makna yaitu:
a. Dilihat dari kedudukannya doi tekonggo merupakan rukun perkawinan di
kalangan masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
b. Dari segi fungsinya doi tekonggo merupakan pemberian pihak laki-laki
terhadap pihak mempelai perempuan sebagai biaya acara pesta yang sudah
berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.17
D. Tinjauan Kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
Tentang Doi Tekonggo Atau Uang Pesta Dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
1. Tinjauan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Doi
Tekonggo Atau Uang Pesta Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.18 Oleh karena itu,
pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga
pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang
17Nasaruddin Tonggapa (61),Tokoh Masyarakat, Wawancara di Kelurahan Lawulo, Pada
Tanggal 14 Juli 2017
18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , (Bandung: Citra Umbara,
2013), h. 2.
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sangat kuat (mitsaaqon gholiidhan) untuk menaati perintah Allah swt, dan
melaksanakannya merupakan ibadah.19
Adapun syarat-syarat perkawinan menurut pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagai berikut:
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meningal dunia atau
dalam keadan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih
hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meningal dunia atau dalam keadan tidak
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah
dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam
keadan dapat menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak menentukan lain.20
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 juga telah mengatur
bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan perlu memenuhi rukun dan
syarat terlebih dahulu yang tertuang dalam pasal 14 yaitu:
19 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 7





(4) Dua orang saksi dan
(5) Ijab dan Qobul.21
Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi
manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang
melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksan dari pihak manapun.
Tentang bagaimana tata cara perkawinan dilaksanakan undang-undang
perkawinan tidak mengatur, sebab pasal 12 undang-undang perkawinan hanya
menyebutkan bahwa tata cara pelaksanan perkawinan akan diatur dalam peraturan
perundang-undangan tersendiri.
Ketentuan tentang tata cara perkawinan diatur dalam pasal 1 dan 10 No. 9
tahun 1975, yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:
(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak untuk kawin oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaannya.
(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan
Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.
(4) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai akan
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21 Abdul Manan Dkk, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama ( Cet. V:
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 332.
61
(5) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai untuk
selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang
menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan
menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani juga oleh wali
nikah atau yang mewakilnya.
(6) Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan telah
dicatat secara resmi.22
Berdasarkan dari uraian di atas bahwa tidak ada satupun aturan  yang terdapat
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pemberian
doi tekonggo merupakan suatu pra syarat dalam pelaksanaan sebuah pernikahan
Sedangkan dalam KHI sendiri hanya mengenal adanya pemberian mahar seorang
suami kepada seorang istri yang tertuang dalam pasal 30 yang berbunyi ‘’ Calon
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah,
bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak’’ .
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Doi Tekonggo Dalam Tradisi Pernikahan
Masyarakat Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Islam merupakan agama yang universal, memiliki sifat yang mampu
beradaptasi serta tumbuh dalam segala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh
lokalitas dan tradisi dalam sekelompok suku bangsa sangat sulit dihindari dalam
masyarakat muslim. Namun demikian, walaupun berhadapan dengan budaya lokal
dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan berkurang.
Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan. Begitu
pentingnya ajaran Islam tentang pernikahan sehingga dalam al-quran terdapat
sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai
perkawinan dan Islam mendorong agar umatnya melaksanakan perkawinan atau
22 O.S Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996), h. 101-102.
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pernikahan, sekaligus menyerukan agar memperingan biaya pelaksaanaan
perkawinan tersebut.
Dalam masalah pernikahan sesungguhnya Islam telah mengatur sedemikian
rupa, dari mulai mencari pendamping hidup sampai mewujudkan pesta pernikahan.
Walupun pesta pernikahan (walimah) itu sederhana namun dalam keadaan berkah dan
tetap terlihat mempesona, Islam juga menuntun bagaimana memperlakukan calon
pendamping hidup setelah resmi dalam ikatan suami istri, Allah swt tidak akan
mempersulit kaumnya dalam proses pernikahan apalagi dalam mempersunting
seorang wanita, tidak memandang seberapa tinggi derajat kaum wanita, tidak melihat
setinggi mana pendidikan yang ia tempuh dan tidak pula mempermasalahkan banyak
doi tekonggo yang akan diberikan.
Tetapi dalam kenyataannya doi tekonggo bisa mencapai puluhan bahkan
ratusan juta karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, sedangkan mahar yang tidak
terlalu dipermasalahkan sehingga jumlahnya nominal yang diserahkan kepada istri
pada umumnya terkadang ratusan rupiah saja. Mengenai masalah tersebut dalam
sebuah hadits Rasulullah bersabda yang maknanya bahwa ‘’perkawinan yang paling
besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya’’.
Melihat dari makna hadits tersebut maka sangat tidak etis jika doi tekonggo
yang diberikan oleh suami lebih banyak dari pada mahar, hadits diatas sangat jelas
menganjurkan kepada wanita agar memperingan pihak laki-laki untuk menunaikan
kewajibannya membayar mahar apalagi doi tekonggo yang sama sekali tidak ada
ketentuan wajibnya dalam agama Islam.
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Mahar merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri,
karena telah menjadi sebuah keharusan suami untuk memberikan mahar kepada
istrinya dari sebuah ikatan perkawinan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam
firman Allah swt QS. An-Nisa/4:4.
                        
Terjemahnya :
‘’Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah)
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan
kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas’’.23
Agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin tidak menyukai penentuan
mahar yang dapat memberatkan pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan,
demikian pula dengan doi tekonggo dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak
laki-laki yang niat sucinya untuk menikah karena perkawinan sebagai sunnah nabi
hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan
sehingga tidak ada unsur pemborosan didalamnya karena Islam sangat menentang
pemborosan.
Dalam hukum Islam dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan (raf
‘at-taysir) dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam hal perkawinan prinsip ini sangat
ditekankan. Para wanita tidak ditekankan meminta hal yang justru akan memberatkan
pihak laki-laki karena hal ini dapat membawa dampak negative diantaranya :
23 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV
Darus Sunnah, 2013), h. 78.
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1. Menjadi hambatan ketika akan menglangsungkan perkawinan terutama bagi
mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
2. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang
yang diisyaratkan oleh pihak wanita.
3. Menyebabkan terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.
Selain beberapa dampak diatas, dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah
banyak wanita yang tidak menikah dan bahkan menjadi perawan tua karena para
lelaki mengurungkan niatnya untuk menikahinya disebabkan banyaknya tuntutan
yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Lebih jauh lagi
akibat yang timbul karena besarnya tuntutan yang harus dipenuhi adalah dapat
mengakibatkan para pihak yang ingin menikah terjerumus dalam perbuatan dosa.
Pemberian doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara sudah menjadi tradisi bagi masyarakat tersebut,
sehubungan dengan adanya tradisi yang telah menjadi  kebiasaan maka tidak asing
lagi bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah. Pelaksanaan pemberian doi
tekonggo sebenarnya tidak diterangkan dalam Islam, Tetapi hal ini tidak bertentangan
dengan Syari’at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian doi
tekonggo adalah pemberian pihak laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan
sebagai biaya acara pesta pernikahan yang sudah berlaku secara turun temurun
mengikuti adat istiadat.
Doi tekonggo bagi masyarakat di Kabupaten Konawe merupakan suatu
kewajiban yang harus dipenuhi dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun
demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa para lelaki yang ingin
menikah merasa tidak terbebani dengan adanya tradisi doi tekonggo dalam
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pelaksanaan pernikahan karena dalam penentuan jumlah doi tekonggo itu terjadi
proses musyawarah antara kedua belah pihak, tokoh pemerintah dan tokoh adat
terlebih dahulu sampai tercapai sebuah kesepakatan sehingga masih dalam jangkauan
kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi doi tekonggo yang diisyaratkan. Selain
itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan tradisi tentang doi
tekonggo tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum
melangkah ke jenjang yang lebih serius.
Dalam hukum Islam sendiri tradisi dikatakan urf . Tradisi pemberian doi
tekonggo dalam masyarakat Kelurahan Lawulo Kecamatan Anggaberi Kabupaten
Konawe termasuk urf sahih karena selama tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil
syara’, mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal  maka tradisi tersebut
dapat dijalankan.24 Al ‘adatu muhakamah artinya adat itu bisa diterima dan menjadi
hukum jika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber
hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan yang telah mendapatkan
peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat
sebagai tatanan yang telah disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap di
patuhi karena dirasakan dengan kesadaran hukum sendiri.25
Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. Tidak bertentangan dengan nash;
24 Shidiqn Saipudi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), h.103.
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b. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan
berkembang dalam masyarakat;
c. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat;
d. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan
Kebiasaan;
Adanya pemberian doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini
sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu
bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para
tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Walimah atas perkawinan itu sunnah
hukumnya dan wajib hukumnya bagi yang memenuhi undangan kecuali berhalangan.
Tradisi atau adat yang dijalankan secara terus menerus atau berulang-ulang
serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan oleh Islam maupun
hukum yang berlaku, Karena dalam Islam, setidaknya ada 5 hukum syara’ yang
disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Penjelasannya adalah
sebegai berikut:
1. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka
berdosa;
2. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti.
Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak
berdosa;
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3. Mubah, artinya boleh dikerjakan juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau
ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala;
4. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan
perbuatan tertentu, apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila
ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan dipuji;
5. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila
dikerjakan oleh seseorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila
ditinggalkan akan mendapatkan pahala;26
Hukum dari pemberian doi tekonggo itu sendiri menurut Islam adalah mubah.
Tapi jika sudah masuk ke dalam adat maka hukumnya adalah wajib. Karena ada
kaidah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai dengan kondisi. Pemberian
doi tekonggo merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap
orang yang bersuku, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Sulawesi
Tenggara.Walaupun doi tekonggo ini tidak secara gamblang diatur dalam Islam,
namun pemberian doi tekonggo sudah merupakan tradisi yang harus dilakukan pada
masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan Syari’at
maka hal itu diperbolehkan.
26 H. A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemberian doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten
Konawe Sulawesi Tenggara disebut mombe’ekangako onggoso. Tetapi sebelum
doi tekonggo tersebut diberikan telah dibicarakan terlebih dahulu pada saat
acara mowawo niwule, yang telah diputuskan jumlah doi tekonggo yang akan
diberikan kepada pihak wanita .
2. Kedudukan doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di kelurahan
Lawulo kecamatan Anggaberi kabupaten Konawe adalah sebagai salah satu pra
syarat, karena apabila doi tekonggo tidak ada, maka acara pesta perkawinan
tidak ada. Pemberian sejumlah doi tekonggo adalah pemberian wajib yang
diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang fungsinya sebagai
biaya yang digunakan dalam pesta perkawinan.
3. Doi tekonggo dalam tradisi pernikahan masyarakat di Kabupaten Konawe
Sulawesi Tenggara jika ditinjau dari kesesuaian UU Perkawinan No. 1 Tahun
1974 Mengenai hal tersebut. Dapat dilihat bahwa Tidak ada satupun unsur-
unsur dalam undang-undang perkawinan yang menerangkan tentang doi
tekonggo baik berupa syarat dan ketentuan pelaksanaan perkawinan, Sedangkan
jika ditinjau dari hukum Islam tradisi ini disebut urf sahih walaupun dalam
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hukum Islam pula menyatakan bahwa tradisi ini tidak ada satupun ketentuan
yang mengatur tentang doi tekonggo. Akan tetapi tradisi pemberian doi
tekonggo hukumnya mubah.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai
berikut:
1. Dalam pemberian doi tekonggo seharusnya tidak ada batas nominalnya,
sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki.
2. Penerapan aturan pelaksanaan perkawinan dalam hukum positif dan hukum
Islam hendaknya dapat dipahami dan dilakukan sesuai dengan aturan yang
berlaku dan Perlunya merevelevansikan aturan adat yang berkaitan dengan
budaya dengan hukum positif dan hukum Islam, terlebih dengan hukum yang
berkaitan dengan perkawinan agar ketiga hukum ini tidak saling bertolak
belakang.
3. Pernikahan merupakan salah satu Sunnah Rasululah saw. jadi, dalam
penyelenggaran pernikahan sebaiknya cukup penuhi ketentuan dan aturan yang
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Pedoman Wawancara adalah daftar pertanyaaan yang ditanyakan oleh Peneliti
kepada Narasumber secara sistematis. Berikut daftar pertanyaannya:
1. Bagaimana tata cara pelaksanaan dalam pemberian doi tekonggo dalam tradisi
pernikahan di kelurahan Lawulo?
2. Apa yang dimaksud dengan doi tekonggo?
3. Sejak kapan masyarakat di kelurahan Lawulo mengenal adanya pemberian doi
tekonggo dalam tradisi pernikahan ?
4. Bagaimana kedudukan dan fungsi doi tekonggo dalam tradisi pernikahan
masyarakat di kelurahan Lawulo?
5. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu dengan adanya pemberian doi tekonggo dalam
tradisi pernikahan masyarakat di kelurahan Lawulo ?
6. Faktor- faktor apa sajakah yang mempengaruhi jumlah dalam pemberian doi
tekonggo kepada pihak mempelai wanita?
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